b8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

Mengingat

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

'Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor

. Keputusan

NOMOR /4 TAHUN 2003

TENTANG

PEMUNGUTAN UANG LEGES

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering llir
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Materai Daerah, dalam
pelaksanaannya menimbulkan kesan seolah-olah terjadi
duplikasi dengan Materai Pusat;

bahwa untuk menghilangkan kesan tersebut, maka Materai
Daerah perlu diubah dengan pungutan uang leges:

bahwa untuk merubah Materai Daerah dengan pungutan
uang leges perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah Kabupaten Ogan Komering llir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

.Daerah ‘Tingkat I dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(+ Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821 );

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

| Daerah ( Lembaian Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839 );

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
(l.Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor. 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);
Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang - Undang Nomor 18 Tahiuin 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun
2000 Momor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
119,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Ranc ingan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembarsn Negara

Nomor 3486);

7 Keputusan. ...



7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 13999
tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Penerimaan Lain-lain:

8. Peraturan Daecrah Kabupaten Ogan Komering llir Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembertukan Organisasi Dinas-dinas

Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering llir.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menetapkan
TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.
b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering llir.

c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering llir.

- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Ilir. _
Dinas Per.cdapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan
Komering llir.

f. Uang Leges adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas
pemakaian jasa ketatausahaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering llir.

Daerah Kabupaten Ogan Komering

BAB |l
SUBJEK, OBJEK, TARIF DAN PENGECUALIAN LEGES
Pasal 2

(1). Setiap pemakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
dikenakan uang leges.
(2). Jasa ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi

penyediaan dan atau pemberian :
a. Blanko, formulir atau barang cetakan lainnya;
b. Surat I1zin, Referensi, Rekomendasi dan surat keterangan;

c Petikan



c. Petikan, salinan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan:

d. Legalisasi surat-surat;
e. Gambar, bagan, peta dan lightdruk/gambar biru.

Pasal 3

leg@®escbagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini

1. Suiat salinan atau kutipan. ................. .. S Rp 50.000.-
2. Dokumen Lelang (termasuk gambar). .. .. ......... ... . Rp 50.000.-
3. Suratreferensi pemborongan............................... Rp 50.000.-
4. Surat Keputusan keringanan pajak. ....................... Rp 25.000,-
5. Surat Keterangan Pajak Hilang (Duplikat). ... ........ Rp 15.000,-
. T Curat Mutasi/Pindah Uji Kendaraan Bermotor. ......... . Rp 50.000.,-
7. Gurat Keterangan Numpang Uji Kendaraan Bermotor Rp 50.000,-
S Curat Keterangan Perubahan Status Kendaiaat
Ecermotor Umum menjadi bukan Umum. ................. ~Rp B0000,:-
G Sumnl s TRRYTK, oo i basiars iaFs 55 v i ¥l g T Rp 50.000.-
10. Surat Keterangan untuk Mempercleh Perubahon

50.000,-

3

Bontulk Kondarada Bermmotoh, o ool o s oot Rp

1. Surat Keterangan Pendaftaran Karoseri Kongaraan

%) o A G KPR L SNSRI O T Rp 5C.0C0.-
12. Pembatikan. ... ... IR o R AT AR Rp 50.000,
(S Cerusahaan yanyg dijalankan Koperasi. ... Rp S50.000 -
ETRc T T S o) B Sl e S Rp SC.00C,
el 2T T ARISIMEN TN CUIN L) SR R T Re 20000,
18, Perusahaan Vulkanisir o TR YL R Rp 50.003 -
17 MR BIEDA. ... oo i e e e Rp 35.000.:

18, Kembatl Gl ..l o oommeiing salabostis bbb Shomis s il o

16 Ucngkel Sepeda. ..o e | Rp 6.000,-
20. Tampal Bap Pomypa Mesin. ...l iia bl Ps 10000,
ookl Sepeda Motor/ Cat Sepeda Motor Re 15009.-
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e
7.
33
34.
35.

36.

37,
38,
39,
40.
41.
42.
43.

44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
o1.
52.
o3,
54.
85,
56.
1.
58.
59.
60.
61.

T N oy e
Genteng, Bata Non Machanel. .................... ...

Genteng, Bata Machanel. .................. ... ...

KOIOIMEBISBBIY. ... ...\ mnins 53 P s s s e i o i i
Penggilingan Padi. ..........................

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)

R N e i AR B
-Menengah. ... ... SRR S g

R e ) | )
Surat Izin Pemakaian Air Permukaan/Bawah Tanah

Wardng BIBRISEN . ..........ocibomiiirn i it sord faminssss
ROl e shEnmr o o, LR o 1
Kulit/Penyamékan_ PSRRI

Remiling/Pengasapan Karet. ...

RESIOIRN. ... ol e e

REEBRDIERIIE ... i oo sidis s s s i

i ORI 2 L Thon s 0 957 5 8 Wt e

-Menengah. ... ,

N RN D PRUIERT N i B

Pengirapanibosmen. .. ... oo i e st s
Panghkalan BImSak, ... oecimiriansion ves s 0 i bpmibe
Depot MUK, ...............000 . ccexinsons o shadennbas
BORGRBELEBE. . ooiis i ris vt oma i v bl s 1
Kios N'inyak‘. .................................. Al .
Kontrak PembangunanPemda. ................o0ccoe.
PRHate SRIRIIE. ... 50 ciism i abtes oo oy s
TUMBOBIOIIE ........... il et in e e Pt i
Tukang Obat-obatan. ..................................
AR, 0 b et g
Toko BIBUTRES. ... .. s s s
PRUID TN 1o omgt amiatins o 5 375 S iaiess
Perusahaan Peternakan. .....................ooo 0
Perusahaan susu. ...............cccooeeiiii.n :

Toko Alat-alat Bangunan. ....................... R by
Toko Alat-alat Kendaraan. ..................
Pembikinan Rumah Mobil. ........ T :

15.000,-
6.000,-
10.000,-
6.000,-
10.000,-

10.000.-
25.000.-
50.000,-
15.000;-

6.000,-
10.000,-

6.000.-
50.000.-
50.000.-
50.000.-

6.000.-
10.000 -
50.000.-

6.000.-
10.000, -
50.000,-
10.000.-

6.000 -
50.000.-
50.000, -

6.000.-

6.000,-
10.000,-
25.000,-

6.000,-
10.000,-
25.000.-

6.000,-
50.000.-
25.000 -
25.000,-

62. Depot. ..
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64. quo Kasect Tape Recorder. ... ... T X

8BS, Toka BIeROIIK. - ... o e o s

0. PabriRGAR. .. ..ol oo insmiisammns 501
67. Pabrik ES [(CaoliREOM), oo i b it st
68. Pabrik Karung Goni/Plastik . ... . . ..

69. Galangan Motor Sungai. ...........

70, Galangan Bapal. ............cooiibomsisronorin sty

1.Dagang Beras. .. .........ccovieiivimnnrniiiniiasinss

72. Pencucian Kendaraan. ...« i st oes e i

P33 SULOIRE. il i ol e LA L T

74, Koo IRREIE o v it ot s s s 8 R et

75. Pabrik OKSIBBN. ......5imiiisonss v ots sio s s s asds s
76. Usaha Umum

Ogan Komering llir :

1. POMBBIION. | oo v v n snstiin r b tnk « b e e
2.SemiPermanen. ...,
3. Kayu (Ploms PRRMAMOn). ... v v st o s bk

. Untuk Pengesahan =urat perjanjian oieh -

1. Bupati. ... T on R R R N
. A o s e e & BB

3. Lurshikepala DEsa. ..o s oo e i

V- Buplll i S i v Ol

2 CamEl Ul B i e RGO
3. Lurahfep@la Desa. .........ooh iy iiis i s v nisins

. Untuk Akte yang dilakukan oleh .

|- Bupal. ... A e R
2. Compt o R S
3. Lurah/KepalaDesa. ............c...ociii

3. Toko/Tempat Menyewa Kaset Film Vedeo. ...

. Untuk pengesahan Surat-surat penting lainnya oleh

Rp

25.000.-
6.000.-
6.020.-

15.000.-

Rp 150.000,-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rt
Rp
Rp

. Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Re
Rp

50.000.-
25.000 -
25.000.-
50.000,-
10.000.-
6.000.,-
6.000.-
6.000.-
50.000.-

25.000.-
25.000 .-
50.000,-

. Untuk semua Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikaluarkan oleh Bupati

50.000,-
35.000,-
25.000.-

50.000,-
15.000,-
6.000.-

50.000,-
15.000.-
6.000,-

50.000.-
15.000.-
6.000,-
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Pasal 4

(1). Dikecualikan dari pengenaan uang leges dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah

ini ‘ :
a. Instanasi Pemerintah, tidak termasuk perusahaan-perusahaan milik

Pemerintah dan Perierintah Daerah;
b. Pihak-pihak yang telah mendapatkan pembebasan pengenaan dari Bupati
atau pejabat yang ditunjuk, baik sebagian atau seluruhnya seperti dimaksud

ayat (2) Pasal ini.

(2). Bupati dapat mengurangi sebagian atau membebaskan seluruhnya pungutan
uang leges dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, terhadap Badan

Usaha Sosial atau seseorang yang tidak mampu.

(3). Sebagai bukti seseorang atau badan usaha sosial yang tidak mampu dimaksud
ayat (2) Pasal ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang

berwenang.

Pasal 5§

Pungytan uang leges sébagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini
dikenakan juga pada setiap kali memperpanjang izin.

Pasal 6

Bentuk ukuran, lukisan serta warna leges seperti dimaksud Pasal 1 Peraturan
Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 7

Semua Surat lzin, Surat-surat Keterangan seperti dimaksud pada Pasal 3
Peraturan Daerah ini belum dianggap syah apabila tidak dibubuhi leges.

BAB lll
PEMUNGUTAN UANG LEGES
Pasal 8

(1). Pemungutan uang leges ditugaskan/dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi/Unit
Kerja yang mengelola pemberian pelayanan obyek leges masing-masing atau
petugas yang ditunjuk. ! '

(2). Setiap pemungutan uang leges diberi tanda bukti yang dilekatkan pada tanda
bukti pelayanan (seperti materai tempel) yang bentuknya ditetapkan oleh
Bupati yang pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daeran.

Pasal 9. ...
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Pasal 9

(1). Leges tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dibayar lunas pada saat
menerime pelayanan jasa yang diberikan.

(2). Tidak diperkenankan melakukan pemungutan uang leges menyimpang dari
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1). Kepala Dinas/Instansi/Unit Kerja pemungutan uang leges bertanggung jawab
kepada Bupati. '

(2). Dalam melaksanakan tugas pemungutan uang leges, Bupati dapat menunjuk
dan mengangkat Bendaharawan khusus Penerima pac'a Dinas/Instansi/Unit
Kerja Pemungutan menurut tata cara dan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

(3). Dinas/Instansi/Unit kerja pemungut menyelenggarakan per~bukuan dengan
administrasi yang baik dan teratur atas semua kegiatan pemungutan dan

penyetoran leges
Pasal 11

Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah penerimaan, semua hasil pemungutan

uang leges disetor oleh Bendaharawan khusus Penerima ke Kas Daerah dengan
mengirimkan selembar bukti setor dan bukti-bukti lainnya yang sah kepada Dinas
Pendapatan Daerah, penyampaian dari ketentuan Pasal ini akan diatur dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 12
(1). Dinas/Instansi/Unit Kerja pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 %
(lima perseratus) dari hasil pungutan leges yang telah disetor ke Kas Daerah.

(2). Pelaksanaan _pémberian upah pungut dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur
berdasarkan Keputusan Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 13

Pengawasan - terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Instasni/Unit Kerja pemungut atau pejabat yang

ditunjuk.

BAB V...

i
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pengaturan
tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Ogan Komering llir Nomor 14 Tahun 2001 tentang Materai Daerah dan
Peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering llir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada Tanggal % Juni 2003
BUPATI OGAN KOMERING ILIR/Z

Diundangkan di Kayuagung. / ;/H. F ROZI DAHLAN

pada tanggal /¢ Juni 2003. ;

SEKRETARIS DAHRAH KABUPATEN
OGAN KOMHRING ILIR,

¢4 :
| - P

H. INDRA" RUSDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2003 NOMOR /f) SERI D



